PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2005
TENTANG
MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang;:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah perlu menetapkan
modal awal Lembaga Penjamin Simpanan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal Lembaga Penjamin
Simpanan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Taboo 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN.

Pasal 1

(1) Modal awal Lembaga Penjamin Simpanan. dengan Peraturan Pemerintah ini,
ditetapkan sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

(2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tunai dan merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan.

(3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rekening Menteri
Keuangan Nomor 502.000002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara untuk
Obligasi dalam rangka Penjaminan, di Bank Indonesia.

(4) Neraca pembukaan Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan oleh Dewan Komisioner
Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 2
Ketentuan lain dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum < Humas BPKP



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 78

Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum < Humas BPKP



L.

II.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN"2005
TENTANG
MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

UMUM

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam
perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian modern, bank mempunyai fungsi
utama sebagai perantara keuangan (financial imermediary). Dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengingat perannya yang
sangat penting tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendukung dan
menjaga terciptanya industri perbankan yang sehat dan stabil.

Pada saat krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998, di mana kepercayaan
masyarakat terhadap industri perbankan berada pada titik terendah, Pemerintah
menetapkan untuk memberi penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank (blanket
guarantee). Dalam penetapan kebijakan blanket guarantee tersebut, Pemerintah sejak
awal telah menyadari bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan akan
membebani keuangan negara. Dengan pertimbangan bahwa kepercayaan masyarakat
terhadap industri perbankan dan perekonomian nasional telah pulih, Pemerintah telah
menetapkan untuk mengakhiri kebijakan blanket guarantee dan menggantikannya
dengan sistem penjaminan terbatas yang akan dilaksanakan oleh LPS.

Dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diatur bahwa modal awal LPS
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan ditetapkan sekurang-kurangnya Rp
4 triliun dan sebesar-besarnya Rp 8 triliun. Pemisahan kekayaan negara untuk modal
awal LPS merupakan wujud kemitmen Pemerintah dalam mendukung terciptanya
industri perbankan yang sehat dan stabil. Dengan mempertimbangkan kepercayaan
masyarakat terhadap kemampuan LPS dalam memenuhi kewajibannya, dan setelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, modal awal LPS ditetapkan sebesar
Rp 4 triliun.

Untuk mengimbangi komitmen Pemerintah tersebut, industri perbankan sebagai pihak
yang menikmati sistem perbankan yang sebat dan stabil diharapkan juga dapat
memberikan komitmennya dengan cara membayar kontribusi pada awal
kepesertaannya dalam LPS. Konstribusi kepesertaan tersebut hanya dibayar satu kali
dan akan digunakan untuk membiayai pendirian LPS.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Penetapan jumlah modal awal tersebut berdasarkan beberapa asumsi mengenai
perkembangan jumlah simpanan pada industri perbankan, jumlah perkiraan klaim,
tingkat inflansi, tingkat hasil investasi, tingkat pengembalian klaim (recovery rate),
dan biaya operasional LPS.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Rekening 502.000002 merupakan rekening Menteri Keuangan di Bank Indonesia
yang dibuka untuk menampung dana basil penerbitan Surat Utang Pemerintah Nomor
004/1999 tanggal 28 Mei 1999 yang digunakan untuk membayar penjaminan
kewajiban pembayaran bank umum dan BPR, serta penjaminan exchange over
program (BOP).

Dengan berakhirnya program penjaminan Pemerintah pada tanggal 22 September

Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum &I Humas BPKP



2005, rekening ini direncanakan untuk ditutup.
Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas:

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4527

Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum &I Humas BPKP



